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ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumber daya ikan
yang melimpah. Scktor perikanan Indonesia memainkan peranan penting dalam pertumbuhan
ekonomi dan keamanan pangan negara. Sayangnya, potensi sumber daya perikanan belum dapat
dimanfaatkan secara maksimal karena keterbatasan infrastruktur, sehingga masih banyak nelayan
kecil yang berada di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan subsidi dari pemerintah. Dengan
perundingan disiplin subsidi perikanan di WTO, partisipasi aktif Indonesia menjadi salah satu
kebijakan dan strategi Indonesia dalam mempertahankan hak-hak Indonesia sebagai anggota
negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
kebijakan Indonesia dalam negosiasi disiplin subsidi perikanan di WTO. Untuk menjelaskan
faktor-faktor tersebut, penelitian ini menggunakan teori Rational Choice dari Peter Abell
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data-data yang dikumpulkan
berupa data primer melalui hasil wawancara dan data sekunder yang didapat dari sumber tertulis
lain berupa buku, jurnal, penelitian, serta dokumen resmi terkait subsidi perikanan. Mengacu pada
teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang mempengarubhi
kebijakan Indonesia yaitu faktor kondisi domestik dan ekonomi Indonesia, struktur dalam negeri
dan struktur WTO, serta hak-hak internasional yang ingin dipertahankan oleh Indonesia.
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ABSTRACT

Indonesia holds the title as the largest Archipelagic State in the world with abundant fisheries
resource potential. Indonesia’s fisheries sector plays a notable role for the nation’s economic
growth and its food security. Unfortunately, the fisheries potential has not been fully utilized due
to limited insfrastructures, so thal there are still considerable numbers of small-scale fishers who
are living below the poverty line and need financial support from the government. With the WTO
Negotiations on Fisheries Subsidies, Indonesia’s participation can be a policy and a strategy at a
time in maintaining Indonesia’s rights as a developing country member. This research aims to
explain the factors that affect Indonesia’s policy in WTO Negotiations on Fisheries Subsidies. To
Jind out these factor, this study uses Peter Abell’s rational choice theory. The descriptive
qualitative method is applied in this study. The data were collected in the form of primary data

through interviews and secondary data that were obtained from written sources in the form of

books, journals, research, and documents related to fisheries subsidies. Referring to the theory, it
can be concluded that there are several factors that affect Indonesia’s policy such as Indonesia’s
domestic and economic conditions, domestic and the WTO structures, and Indonesia’s specific
international rights.

Key Words : Developing Countries, Fisheries Sector, Fisheries Subsidies, Indonesia’s Policy,
WTO Negotiations
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi, mata pencaharian masyarakat, serta keamanan pangan global.
Food and Agriculture Organization (FAO) memperkirakan sekitar 75% produksi ikan global
merupakan konsumsi manusia dan sebagian besar sisanya menjadi bahan untuk produk lainnya
seperti minyak ikan atau pakan ternak. Perikanan dan hasil laut sangat penting bagi ketahanan
pangan yaitu sebagai penyedia 20% kebutuhan protein hewani untuk rata-rata 3.3 miliar orang.
Perkembangan sektor perikanan juga sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi terutama
bagi negara-negara berkembang atau negara yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Pada
tahun 2018, diperkirakan sekitar 59.5 juta orang terlibat dalam sektor perikanan dan tingkat
pertumbuhan tahunan rata-rata dari total konsumsi ikan meningkat sekitar 3.1%. (Kemendag,
2020)

Perdagangan ikan dan jenis produk hasil laut lainnya kemudian menaikkan tingkat
konsumsi ikan sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan untuk
banyak orang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dari perikanan
global dan memastikan stok ikan tetap terjaga hingga ke depannya. Apabila tidak dikelola
dengan baik, stok ikan akan semakin menipis dan akan terjadi overfishing. Overfishing
merupakan kondisi dimana penangkapan atau eksploitasi ikan dilakukan secara berlebihan
sehingga stok ikan terus berkurang bahkan terancam habis sehingga tidak ada ikan lagi yang
tersisa untuk ditangkap. Kondisi ini nantinya akan berdampak ke banyak hal seperti kerusakan

ekosistem, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan juga berdampak buruk terhadap



perkembangan sosial dan ekonomi. (Wati, 2014) Overfishing merupakan ancaman serius untuk
stok ikan global dan ekosistem laut lainnya.

Berdasarkan data dari FAO pada tahun 2020, hampir 60% assessed stocks telah
dieksploitasi dan hanya 34% dari penangkapan ikan global berada dalam level sustainable.
FAO juga menyatakan bahwa stok ikan beresiko mengalami penurunan drastis di beberapa
bagian di dunia karena terjadi overeksploitasi. (FAO, Sustainable Development Goals, 2020)
Kondisi ini diakibatkan oleh kapitalisasi terhadap armada penangkapan ikan global yang
berlebihan dan pemberian subsidi. Entitas publik global telah menyediakan subsidi untuk
industri perikanan dengan jumlah USD 35.4 miliar di tahun 2018. Dari berbagai jenis subsidi
perikanan, subsidi berupa peningkatan kapasitas adalah subsidi dengan tingkat paling tinggi
yang diberikan, yaitu sebesar USD 22.2 miliar. Selain itu, subsidi bahan bakar (termasuk
pembebasan pajak khusus bahan bakar) merupakan jenis subsidi terbesar yaitu 22% dari total
subsidi global, yang kemudian diikuti oleh subsidi pengelolaan perikanan sebesar 19% dan
pembebasan pajak non-bahan bakar yaitu 15% dari total subsidi. Dilihat dari setiap wilayah di
dunia, Asia merupakan wilayah yang paling besar memberikan subsidi yaitu sejumlah 55%
dari total, yang kemudian disusul Eropa sebesar 18%, dan Amerika Utara yaitu 13%. (Sumaila,
et al., 2019) Melihat betapa pentingnya sektor perikanan dan urgensi ini, negara-negara di
dunia kemudian berupaya untuk melakukan perundingan terkait peraturan dalam sektor
perikanan dalam sebuah forum multilateral.

WTO atau World Trade Organization, sebagai suatu organisasi perdagangan dunia yang
memiliki 154 anggota, merupakan salah satu organisasi yang paling berpengaruh dalam
mengatur sistem perdagangan dunia. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang
mendukung liberalisasi baik barang maupun jasa. WTO juga berupaya untuk mengatur dalam
ketentuannya mengenai perdagangan yang tidak adil. Salah satu kebijakan negara yang

dianggap tidak adil dalam hal ini adalah subsidi. Subsidi merupakan tindakan yang dianggap



“unfair” dalam perdagangan internasional karena memiliki kemungkinan untuk merugikan
pihak yang terkena dampak dari praktik subsidi itu sendiri. Pada dasarnya, subsidi adalah
instrumen fiskal untuk memaksimalkan peran negara dalam kegiatan ekonomi masyarakat
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (Yustika, 2008)
Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), subsidi dapat berupa bantuan
uang ataupun bantuan lainnya yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada perkumpulan,
yayasan, dan pihak lain yang merupakan warga negaranya. Dalam Agreement on Subsidies
and Countervailing Measures di World Trade Organization (WTO), dijelaskan bahwa subsidi
merupakan bantuan finansial dari pemerintah dalam teritori suatu negara. Bantuan tersebut
dapat berupa uang, potongan pajak, infrastruktur, atau pembayaran yang seharusnya
dibebankan pada pihak swasta. Dalam ketentuan WTO, subsidi masih dapat diberikan selama
ketentuan subsidi tersebut tidak merugikan atau berdampak buruk kepada negara atau pihak
lainnya. (WTO, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, 2021)

Disiplin subsidi perikanan menjadi sebuah pembahasan yang telah bertahun-tahun ini
menjadi perdebatan antar anggota WTO. Menurut FAO, subsidi perikanan merupakan program
atau aksi pemerintah berupa bantuan yang terkhusus diberikan untuk industri perikanan, yang
menyebabkan perusahaan atau industri tersebut memperoleh keuntungan yang melebihi
keuntungan yang seharusnya mereka peroleh apabila tidak mendapat program tersebut. (FAO,
What is a fisheries subsidy?, 2003) Keuntungan yang dimaksud dapat berupa keuntungan
jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Terdapat beragam jenis dari subsidi
perikanan seperti subsidi bahan bakar, program pengembangan usaha perikanan, pembangunan
dan renovasi pelabuhan perikanan, bantuan kepada nelayan, dan masih banyak jenis bantuan
lainnya. (KKP, 2020) Namun, bantuan atau subsidi perikanan oleh pemerintah telah

berpengaruh terhadap kapitalisasi terhadap armada penangkapan ikan global yang berlebihan



dan tidak berada dalam level sustainable. Hal ini menjadi alasan mengapa diperlukan regulasi
atau pengaturan terkait subsidi perikanan. (Kemendag, 2020)

Proses negosiasi disiplin subsidi perikanan telah menjadi perbincangan di WTO sejak
tahun 2001 pada Doha Ministerial Conference. Dilanjutkan pada Hong Kong Ministerial
Conference pada tahun 2005 yang mulai menentukan pelarangan terhadap bentuk subsidi
tertentu yang mengakibatkan overcapacity dan overfishing. Sejak saat itu, negosiasi subsidi
perikanan semakin berkembang. Pada Konferensi Tingkat Menteri ke-10 di Nairobi, anggota
tetap melanjutkan negosiasi meskipun masih banyak terdapat perbedaan pandangan dan
kepentingan antara negara maju, negara berkembang, dan LDCs (Least Developed Countries).
Diskusi ini semakin berkembang dan meluas membahas mengenai hal-hal lain terkait subsidi
perikanan, seperti overfishing, overcapacity, transparansi, IlUU Fishing, prinsip Special and
Differential Treatment, dan sebagainya. Pada tahun 2017, para anggota WTO kembali
mengintensifikasi upaya mereka dalam mencapai hasil negosiasi subsidi perikanan yang telah
dibahas selama bertahun-tahun. Sebelum Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 pada
tahun 2017, telah terkumpul sebanyak 7 proposal oleh Negotiating Group on Rules (NGR)
yang terdiri dari Uni Eropa, Indonesia, Norwegia, African Caribbean Pacific, LDCs, New
Zealand, Iceland, Pakistan, dan China.

Dari sejumlah proposal yang ada, muncul beragam pendekatan dan kepentingan masing-
masing kelompok terkait disiplin subsidi perikanan dan perbedaan pandangan ini tetap
berlanjut hingga KTM ke-11 di Buenos Aires 2017 lalu. KTM Buenos Aires menghasilkan
mandat untuk menghapuskan beberapa jenis subsidi yang berakibat ke overcapacity,
overfishing, dan IUU Fishing namun tetap juga memperhatikan pentingnya Special and
Differential Treatment (SDT) untuk anggota negara berkembang dan LDCs. Prinsip SDT ini

dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam forum



perdagangan internasional. Perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju, berkembang,
dan LDCs menjadi alasan mengapa prinsip ini dapat diterapkan. (Indonesia, 2017)

Sebagai salah satu negara berkembang sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia, laut
dan perikanan memainkan peran penting bagi Indonesia. Sektor perikanan berkontribusi besar
untuk ketahanan pangan sekaligus mata pencaharian di Indonesia. Menurut Indonesia Marine
Full Report, Indonesia merupakan negara urutan ke-8 di dunia sebagai negara paling
bergantung dengan sektor perikanan jika diukur dari kebutuhan protein masyarakatnya. Dalam
hal mata pencaharian, sektor tangkap ikan dan aquaculture telah mempekerjakan sekitar 2.7
juta dan 3.3 juta orang. Ditambah lagi, lebih dari 1 juta pekerja juga terlibat dalam pengolahan
dan pemasaran produk ikan. Apabila diukur dari Gross Domestic Product (GDP) nasional,
sektor perikanan Indonesia meningkat sebanyak 7.3% pada 2014 dan 6.8% pada 2017. Sektor
perikanan Indonesia telah berkontribusi terhadap GDP nasional, keamanan pangan, serta
mengembangkan perusahaan pada sektor-sektor terkait seperti energi, telekomunikasi, logistik,
dan ecotourism. (CEA, 2018)

Indonesia juga telah lama meratifikasi perjanjian WTO dan resmi menjadi negara
anggota. Hal ini tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia). Sebagai negara anggota, Indonesia harus melakukan
penyesuaian berbagai peraturan kebijakan perdagangannya menurut ketentuan WTO. Dengan
meratifikasi perjanjian tersebut, WTO telah menjadi bagian dari perundang-undangan
domestik dimana Indonesia harus mematuhi kebijakan WTO dengan konsisten dan
menyesuaikan kebijakan nasional dengan instrumen-instrumen dalam perjanjian WTO. Perlu
diingat bahwa keanggotaan Indonesia di WTO tidak hanya memberikan peluang dalam

perdagangan internasional namun juga terdapat ancaman yang harus kita waspadai. Subsidi



diyakini dapat memperbaiki pasar dan membantu masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraan mereka.

Meskipun negosiasi subsidi perikanan ini telah dibahas secara khusus berkali-kali dalam
forum WTO namun negosiasi ini belum mencapai kata sepakat hingga hari ini. Masih terdapat
substansi-substansi di dalamnya yang mengalami proses negosiasi panjang karena melibatkan
perbedaan kepentingan negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang seperti
Indonesia terus memperjuangkan kepentingan nasional dan nasib nelayan-nelayan skala kecil
yang jumlahnya lebih dominan dibandingkan dengan perikanan skala besar. Hasil dari
Konferensi Tingkat Menteri ke-11 tahun 2017 lalu dan dokumen Draft Consolidated Chair
terbaru juga masih menyisakan pasal-pasal krusial yang masih harus dinegosiasikan kembali.
Mulai dari ruang lingkup, larangan subsidi, serta substansi lainnya terkait notifikasi subsidi
perikanan. Penting untuk Indonesia untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam negosiasi
ini karena hasil atau kesepakatan dari negosiasi ini akan bersifat mengikat.

Dari latar berlakang permasalahan tersebut, penulis akan meneliti bagaimana Indonesia
sebagai negara berkembang menentukan kebijakan dan strateginya untuk melindungi
kepentingan nasional tanpa melanggar ketentuan dari perjanjian WTO. Penulis juga akan
menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam negosiasi

disiplin subsidi perikanan di WTO.

1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
“Faktor apa yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam negosiasi disiplin subsidi
perikanan di WTQO?”
1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :



1. Menjelaskan bagaimana kebijakan yang diambil Indonesia dalam mempertahankan
negosiasi subsidi perikanan di Forum WTO.
2. Menjelaskan apa faktor yang mempengaruhi kebijakan Indonesia dalam negosiasi
subsidi perikanan di WTO.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :
1.4.1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam dunia akademik khususnya
untuk Ilmu Hubungan Internasional yang terkait dengan diplomasi serta
kepentingan nasional suatu negara dalam perdagangan internasional ataupun yang
berfokus pada subsidi perikanan.
1.4.2. Manfaat Praktis
e Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai subsidi perikanan
dan partisipasi Indonesia di WTO
e Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya
yang terkait, mengingat negosiasi subsidi perikanan di WTO belum sepenuhnya
mencapai kesepakatan.
e Sebagai informasi bagi pembaca ataupun nelayan yang mendapatkan subsidi
perikanan dari pemerintah agar mampu menghadapi pembatasan subsidi

perikanan kedepannya.
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